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ABSTRACT

The human rights of refugees and asylum seekers remain a critical global
issue, particularly in the context of fulfilling international obligations by states
parties to the 1951 Geneva Convention and the 1967 New York Protocol. One of
the fundamental principles enshrined in these instruments is the principle of non-
refoulement, which prohibits the return of refugees to territories where their safety
or freedom would be at risk. However, the implementation of the Papua New
Guinea Solution Policy by the Australian Government is deemed to contravene this
principle. This policy involves relocating refugees and asylum seekers to offshore
detention centers, such as those on Manus Island, for the purpose of processing their
asylum applications. This study analyzes the implementation of this policy in
relation to the fulfillment of refugees’ and asylum seekers' rights, including the
provision of accommodation, healthcare, legal assistance, and education. However,
significant challenges such as inadequate facilities, limited access to essential
services, and domestic political pressures hinder its effective implementation.
Furthermore, the policy is considered to fall short of international human rights
standards, highlighting its inconsistency with the principle of non-refoulement.
Accordingly, a comprehensive evaluation and reform of this policy are imperative
to ensure the fair and humane treatment of refugees. This research adopts a
normative legal methodology, utilizing a literature review of relevant national and
international laws and regulations. Moreover, interviews with experts in the fields
of law and migration policy were conducted to complement the analysis. The
findings underscore the urgency of revising this policy to uphold the principle of
non-refoulement and ensure compliance with international human rights standards.

Keywords: Papua New Guinea Solution, refugee rights, asylum seekers
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ABSTRAK

Hak asasi manusia pengungsi dan pencari suaka merupakan isu global yang
terus menjadi perhatian, terutama dalam konteks pemenuhan kewajiban
internasional oleh negara-negara pihak pada Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol
New York 1967. Salah satu prinsip fundamental yang diatur dalam instrumen ini
adalah prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian pengungsi ke
wilayah di mana mereka menghadapi ancaman terhadap keselamatan atau
kebebasan mereka. Namun, penerapan Papua New Guinea Solution Policy oleh
Pemerintah Australia dinilai melanggar prinsip ini. Kebijakan tersebut
memindahkan pengungsi dan pencari suaka ke pusat-pusat penahanan di luar
negeri, seperti di Pulau Manus, untuk memproses permohonan suaka mereka.
Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan ini dalam memenuhi hak- hak
pengungsi dan pencari suaka, seperti penyediaan akomodasi, layanan kesehatan,
bantuan hukum, dan pendidikan. Namun, tantangan seperti fasilitas yang tidak
memadai, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dan tekanan politik domestik
menjadi hambatan utama dalam pelaksanaannya. Kebijakan ini juga dinilai belum
memenuhi standar hak asasi manusia internasional dan mempertegas pelanggaran
terhadap prinsip non-refoulement. Oleh karena itu, evaluasi dan reformasi
mendalam diperlukan untuk memastikan perlakuan yang adil dan manusiawi
terhadap pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif, dengan pendekatan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan
nasional dan internasional yang relevan. Selain itu, wawancara dengan narasumber
yang memiliki keahlian di bidang hukum dan kebijakan migrasi turut dilakukan
untuk memperkaya analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini
mendesak untuk direvisi guna memastikan penghormatan terhadap prinsip non-
refoulement serta pemenuhan standar hak asasi manusia internasional.

Kata kunci: Papua New Guinea Solution Policy, hak pengungsi, pencari suaka
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